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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 /PMK.03/2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI

Menimbang

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan
terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran
Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara
Umum Daerah, telah diatur ketentuan mengenai
mekanisme pengawasan terhadap
pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah;

bahwa untuk mendorong kepatuhan atas pemotongan/
pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan penyampaian Daftar Transaksi Harian
Belanja Daerah/ Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja
Daerah  serta penyesuaian terhadap perubahan

mekanisme pembayaran pajak secara elektronik, perlu
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Mengingat

mengganti Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme
Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan
Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014
tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1973);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014
tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara
Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1135);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016

tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan
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Menetapkan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 667);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017
tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau
Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 287);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME
PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah  pajak  Pemerintah Pusat yang
dipotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atas
belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana diatur dalam undang-

undang mengenai perpajakan.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Kepala Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota.
Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka
persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai
kebutuhan  Daerah  dalam rangka  pelaksanaan
desentralisasi.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang
selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
Keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai BUD dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya
disebut Kuasa BUD, adalah pejabat di lingkungan SKPKD
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas

BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
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